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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF VALUE ADDED TAX AT PERUM 
BULOG SUB DIVRE PAREPARE  
 
 
Eva Supriana Nohon 
Syamsuddin 
Muh. Achyar Ibrahim 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan Pajak 
Pertambahan Nilai pada Perum BULOG Sub Divre Parepare dengan UU 
Perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan 
data penelitian diperoleh dari arsip Perum BULOG Sub Divre Parepare, dan 
beberapa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 
Pajak Pertambahan Nilai pada Perum BULOG Sub Divre Parepare telah sesuai 
dengan UU Perpajakan Republik Indonesia dimana Perum BULOG Sub Divre 
Parepare telah melakukan pemungutan pajak masukan, membuat faktur pajak 
masukan, dan membayar pajak keluaran. Adapun dalam hal penghitungan, 
penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Perum BULOG Sub Divre 
Parepare dilakukan langsung oleh BULOG Pusat sebagai tempat pajak terutang. 
Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
10/PJ./2008 tentang tempat pajak terutang bagi pengusaha kena pajak. 
 
Kata kunci: Penerapan, Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang  
                    Nomor 42 Tahun 2009. 
 
The research aims to analysis the compatibility of the application of Value Added 
Tax at Perum BULOG Sub Divre Parepare with the Law Tax of Indonesian 
Republic No. 42 Tahun 2009 about Value Added Tax. This research used 
quantitative descriptive method and the data of the research was obtained from 
archives of Perum BULOG Sub Divre Parepare and from other research and 
literature. The result of the research shows that the application of Value Added 
Tax at Perum BULOG Sub Divre Parepare has been complies with The Law Tax 
of Indonesian Republic. Perum BULOG Sub Divre Parepare has been collecting 
VAT In, make invoice of VAT In, and pay the VAT Out. And in about calculation, 
payment, and reporting the Value Added Tax at Perum BULOG Sub Divre 
Parepare is direct doing by BULOG Center as a place where tax is payable. It is 
appropriate with the regulation of Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
10/PJ./2008 about the place where tax is payable. 
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1. 1 Latar Belakang 
 Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang 
diberlakukan oleh seluruh Negara di dunia. Di Indonesia sendiri pajak adalah 
sumber penerimaan utama yang jumlahnya relatif stabil yang digunakan untuk 
membiayai anggaran penyelenggaraan Negara, pelayanan dan pembangunan 
nasional. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan 
menjadi pajak pusat dan pajak daerah.  
 Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui 
Undang-Undang yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat 
dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Pusat dan 
pembangunan. Salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu, 
Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak yang dikenakan atas setiap 
pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke 
konsumen. Sesuai dengan naman ya PPN hanya dikenakan atas Pertambahan 
Nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata 
rantai produksi. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-
faktor produksi disetiap jalur produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, 
menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para 
konsumen. 
 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 





undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung , dan digunakan 
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan 
demikian, pajak daerah merupakan iuran wajib pajak kepada daerah untuk 
membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-
undang yang pelaksananaanya untuk di daerah di atur lebih lanjut dengan 
peraturan daerah.  
 Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya 
pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak 
atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan 
langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan 
pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah 
Pengusaha Kena Pajak atau yang disingkat PKP. Berdasarkan Undang-Undang 
Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan 
bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari 
jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih dan nantinya PPN yang 
dipungut tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.  
 Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 
di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha 
logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung 
plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. 
Perum BULOG merupakan badan usaha yang terbesar dalam bidang logistik 
pangan di Indonesia. Oleh karena itu, Perum BULOG tentu mempunyai 





kegiatan usaha tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2009). Melihat besarnya kontribusi Perum BULOG. bagi 
penerimaan Negara, maka perlu adanya pembahasan mengenai pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan usaha Perum BULOG. Hal tersebut 
menjadi alasan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Pajak 
Pertambahan Nilai pada Perum BULOG Sub Divre Parepare”. 
1. 2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas maka masalah pokok penelitian ini adalah    
“Bagaimana Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum BULOG Sub Divre 
Parepare yang didasarkan pada Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia 
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai”. 
1. 3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menganalisis 
kesesuaian penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum BULOG Sub Divre 
Parepare dengan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 
Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.  
1. 4 Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoretis 
Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan 
tentang perpajakan khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai 
pada perusahaan jasa logistik pangan. Selain itu sebagai bahan 







2. Kegunaan Praktis 
Bagi Perum Bulog Sub Divre Parepare memberikan informasi dan 
masukan kepada pihak perusahaan dalam mengidenifikasi permasalah 
yang ada khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai. 
1. 5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dibagi menjadi tiga bab, yang secara garis besar 
berisi: 
BAB I : Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang pemilihan 
judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
BAB II : Bab ini menggambarkan landasan teori yang mengungkapkan 
pengertian dan konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian mengenai Pajak 
Pertambahan Nilai. 
BAB III : Bab ini membahas rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 
penelitian, sumber data, dan tahap-tahap penelitian. 
Bab III: Bab ini berisi metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan 
analisis meliputi definisi operasional, jenis dan sumber data, serta metode 
analisis data penelitian. 
Bab IV: Bab ini berisi hasil-hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian ini 
serta pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut. 
Bab V: Bab ini menguraikan kesimpulan, saran,dan keterbatasan saat melakukan 








2. 5 Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1 Definisi dan Pajak 
 Definisi pajak menurut Soemahamidjaya “Pajak adalah iuran wajib, berupa 
uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma 
hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 
mencapai kesejahteraan umum. 
 Menurut Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 
 Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 
1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak 
hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau 
dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara 
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-






2.1.2 Fungsi Pajak 
Pajak memiliki dua fungsi, yaitu: 
1. Fungsi penerimaan (budgetair). Pajak sebagai sumber dana bagi 
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
2. Fungsi mengatur (regular). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial da ekonomi. 
 
2.1.3 Pengelompokan Pajak 
1. Menurut golongannya 
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 
2. Menurut sifatnya 
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 








3. Menurut lembaga pemungutnya 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan NIlai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan 
Bea Materai. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak daerah terdiri atas:  
 Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor. 
 Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan 
Jalan. 
 
2.1.4 Tarif Pajak 
Ada empat macam tarif pajak, yaitu: 
1. Tarif sebanding/proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap, 
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya 
pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai 
pajak. 
2. Tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun 






3. Tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila 
jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
4. Tarif degresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila 
jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
 
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak terbagi tiga, yaitu: 
1. Official Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 
a Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
b Wajib Pajak bersifat pasif. 
c Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
2. Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang 
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. Ciri-cirinya: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak sendiri. 
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang. 






3. With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan) untuk menetukan besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang 
terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
 
2.1.6 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai 
Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah: ”Pajak 
yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang 
dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”. 
Waluyo (2011: 9), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan 
pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), 
baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Mardiasmo (2013: 293), 
menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai 
merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak 
Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan 
masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain 
untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan 
pembebanan pajak. 
 
2.1.7 Dasar Hukum PPN 
Dalam penjelasan Suhartono dan Ilyas (2010: 267), Pajak Pertambahan 
Nilai sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 





2.1.8 Objek PPN dan Non Objek PPN 
Menurut pasal 4 UU No. 42 tahun 2009, yang menjadi Objek PPn dan 
Bukan Objek PPN adalah sebagai sebagai berikut: 
1. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas: 
a. Penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah Pabean yang 
dilakukan oleh pengusaha. 
b. Impor barang kena pajak. 
c. Penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang 
dilakukan oleh pengusaha. 
d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam 
daerah Pabean. 
e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean. 
f. Ekspor BKP oleh Pengusaha kena pajak. 
g. Kegiatan membangun sendiri. 
h. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 
diperjualbelikan. 
2. Yang bukan menjadi objek PPN antara lain: 
a. Barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai: 
a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang 
diambil langsung dari sumbernya. 
b) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh 
rakyat banyak. 
c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, 
rumah makan, warung, dan sejenisnya yang meliputi makanan 





termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha 
jasa boga atau catering. 
d) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. 
b. Jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai: 
a) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis: 
Pada dasarnya, jasa di bidang kesehatan dibebaskan dari 
pengenaan PPN, namun pada berbagai kondisi tertentu juga 
akan terutang PPN.  
b) Jasa di bidang pelayanan sosial. 
c) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. 
d) Jasa perbankan. 
e) Jasa di bidang asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak 
opsi. 
f) Jasa di bidang keagamaan. 
g) Jasa di bidang pendidikan. 
h) Jasa di bidang kesenian dan hiburan. 
i) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. 
j) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air. 
k) Jasa di bidang tenaga kerja. 
l) Jasa di bidang perhotelan. 
m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka 
menjalankan pemerintahan secara umum. 
n) Jasa penyediaan tempat parkir. 
o) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. 
p) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. 





r) Jasa pelabuhan kapal dan pelayaran internasional. 
s) Jasa perdagangan. 
 
2.1.9 Dasar Pengenaan Pajak  
Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya dasar 
pengenaan pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. 
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau 
nilai impor atau nilai ekspor lain yang ditetapkan dengan undang-undang pasal 1 
no. 42 tahun 2009 yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang 
terutang dimana: 
a) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan 
barang kena pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang 
dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan 
harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 
b) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan 
Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 
yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang 
dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar 
atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 





c) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan 
bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan 
dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak 
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas berang mewah yang 
dupungut menurut undang-undang. 
d) Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 
e) Nilai lain sebagai DPP adalah nilai yang diterapkan oleh Keputusan 
Menteri Keuangan, yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak 
yang terutang, seperti pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau 
Jasa Kena Pajak, pemberi cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau 
Jasa Kena Pajak, penyerahan media rekaman suara atau gambar, 
penyerahan film cerita adalah media rekaman suara atau gambar, 
penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film, 
jasa pengirim paket dll. 
 
2.1.10 Perhitungan PPN 
Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang KUP Nomor 
42 Tahun 2009 adalah: 
a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). 
b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: 
1) Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor; 
2) Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang 





3) Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang 
diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan 
ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan 
bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean, dikenai Pajak 
Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). 
c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling 
rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang 
perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
2.1.11 Pajak Masukan dan Keluaran 
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah 
dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau penerimaan JKP dan/atau 
pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau 
pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP.  
Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib 
dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau 
ekspor BKP berwujud. 
2.1.12 Mekanisme Pengkreditan 
Menurut Waluyo (2011, h.99) mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan:  
1. Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada 
waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa 
Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut 
Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak 





2. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus 
dilakukan dalam Masa Pajak yang sama. 
3. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor 
oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak 
harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan. 
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada 
Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai 
yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas 
Negara.  
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum dikreditkan 
dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan 
pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah 
berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum 
dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.  
 
2.1.13 Faktur Pajak (FP) dan Ketentuan Faktur Pajak 
Menurut Waluyo (2011, h.83), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak 
yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak 
atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor 
Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  
Menurut Waluyo (2011, h.91) ketentuan formal pembuatan Faktur Pajak 
diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang PPN dan PPnBM dan ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 38/Pj/2010 dan Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak No. 13/Pj/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Direktur 





Direktur Jenderal Pajak No 13/Pj/2010 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur 
Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, 
Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur 
Pajak. 
 
2.1.14 Dokumen yang Terkait dengan PPN 
a. Faktur  Pajak 
Menurut Waluyo (2011), faktur pajak adalah faktur yang dapat digunakan 
sebagai bukti pemungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak 
masukan. Apabila terjadi banyak transaksi kepada satu pembeli atau penerima 
JKP atau BKP yang sama, maka dapat digunakan faktur pajak gabungan. 
Menurut PER-65/PJ/2010, pengertian dari faktur pajak gabungan adalah faktur 
pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi 
selama satu bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang 
sama. 
Menurut Pasal 13 ayat 5 UU PPN dan PPnBM, faktur pajak harus memuat 
keterangan-keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP. 
1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. 
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. 
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan 
potongan harga. 
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut. 
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut. 
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. 






Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak dapat disesuaikan dengan 
kepentingan PKP. Keterangan lain dapat ditambahkan apabila dibutuhkan. 
Menurut PER.No.13/PJ/2010, faktur pajak harus dibuat paling lambat: 
1. Saat terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP. 
2. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi 
sebelum penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP. 
3. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan 
sebagian tahap pekerjaan. 
4. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan 
Pemerintah sebagai Pemungut PPN. 
5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan tersendiri. 
b. Surat Setoran Pajak 
Menurut PER 01/PJ./2006 Pasal 1 ayat (2) “Surat Setoran Pajak (SSP) 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran 
atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Penerima 
Pembayaran”. Dalam melakukan pembayaran PPN, Wajib Pajak mencantumkan 
jumlah yang akan di bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). 
SSP ini harus memuat antara lain: 
1. Identitas WP antara lain: NPWP, Nama WP dan alamat WP; 
2. MAP / Kode Jenis Pajak, Kode Setoran dan Uraian Pembayaran; 
3. Masa dan Tahun Pajak; 
4. Jumlah pembayaran baik dalam angka maupun terbilang; 
5. Tempat dan waktu pembayaran; 





 Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat (1), “Penyetoran PPN 
dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak 
dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan”. 
Keterlambatan atas penyetoran PPN akan dikenakan denda sebesar 2% (dua 
persen) dari nilai yang terutang. 
c. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN 
Menurut Waluyo (2011), “Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM 
merupakan laporan bulanan yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena 
Pajak meskipun Nihil, mengenai penghitungan Pajak Masukan yang berasal dari 
pembelian Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak; Pajak 
Keluaran yang berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 
Pajak; dan penyetoran pajak atau kompensasi” (p.31). 
Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat (2), “Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir 
bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak”. Bentuk dan isi Surat 
Pemberitahuan Masa serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila Surat Pemberitahuan Masa 
tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang 
telah ditetapkan, maka Surat Pemberitahuan Masa tersebut dianggap tidak 
disampaikan. 
Dengan terbitnya PER 44/PJ/2010 tanggal 6 Oktober 2010 bahwa mulai 
Masa Pajak Januari 2011 Pengusaha Kena Pajak (PKP) menggunakan formulir 
SPT Masa PPN 1111. Dengan peraturan tersebut, Formulir 1107 dan 1108 tidak 
dipergunakan lagi dan digunakan formulir baru yang berlaku mulai 1 Januari 





1. Formulir 1111 yaitu formulir yang digunakan oleh PKP yang 
menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran secara 
umum. 
2. Formulir 1111 DM yaitu formulir yang digunakan oleh Pengusaha Kena 
Pajak yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan 
(deemed) Pajak Masukan. 
3. Formulir 1107 PUT seperti pada formulir yang lama dan tidak ada 
perubahan. 
Penyesuaian bentuk Lampiran SPT tetap mencantumkan identitas 
Pemungut PPN dan memperhatikan unsur-unsur kolom yang ada dalam 
Lampiran SPT. SPT PPN juga dapat berbentuk media elektronik. Dalam hal ini, 
Pemungut PPN harus menggunakan e-SPT yang telah disediakan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak dan induk SPT tetap disampaikan dalam bentuk hard 
copy. 
SPT PPN dapat disampaikan oleh PKP dengan cara: 
1. Manual 
Penyampaian SPT dengan cara manual adalah penyampaian SPT yang 
induk SPT-nya disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), 
sedangkan Lampiran SPT disampaikan dalam bentuk hard copy atau 
dalam bentuk media elektronik. Dihimbau bagi PKP yang melakukan 
transaksi per bulan tidak lebuh dari 30 faktur pajak. Penyampaian SPT 
PPN secara manual dapat dilaksanakan melalui: 
a. Langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan. 
b. KP2KP setempat. 
c. Melalui kantor pos secara tercatat. 





e. Melalui perusahaan jasa kurir, ke KPP tempat PKP dikukuhkan 
atau KP2KP-nya. 
2. Elektronik 
Penyampaian SPT PPN secara elektronik, yaitu melalui e-Filling, melalui 
Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Dalam hal SPT disampaikan 
dalam bentuk data elektronik. Pemungut PPN harus menggunakan e-SPT 
yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan induk SPT tetap 
disampaikan dalam bentuk hard copy. 
SPT PPN merupakan SPT masa, yang setiap masanya harus dilaporkan 
paling lambat akhir bulan berikutnya. Misalnya SPT PPN masa April 2014 
paling lambat dilaporkan tanggal 31 Mei 2014. 
 
2.1.15 Saat Pembayaran/Penyetoran PPN 
1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir 
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. 
2. PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus 
dibayar/disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, 
SKPKBT, dan STP tersebut. 
3. PPN atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran 
Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/dibebaskan, 
harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor. 
4. PPN yang pemungutannya dilakukan oleh: 
  
a. Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 7 





b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut 
PPN/PPnBM atas Impor, harus disetor dalam jangka waktu 1 
(satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN pajak. 
 
2.1.16 Saat Pelaporan PPN 
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai diatur oleh Keputusan Menteri 
Keuangan No. 549/KMK/04/2000. Pelaporan PPN bagi PKP adalah dengan 
menggunakan SPT Masa, yang melaporkan dan mempertanggungjawabkan: 
1. Penghitungan jumlah terutang: 
a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. 
b. Pembayaran pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 
PKP dan atau melalui pihak dalam satu masa pajak. 
c. Bagi Pemotong dan Pemungut Pajak fungsi SPT adalah sebagai 
sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang 
dipotong, dipungut dan disetorkannya. 
2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sebagai berikut: 
a. Bagi Pengusaha Kena Pajak dilaporkan dalam SPT Masa PPN 
lampiran B1 (Pajak Masukan yang dikreditkan) sebagai Pajak 
Masukan dalam negeri. 
b. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang bukan PKP dilakukan dengan 
cara mengirim bukti setoran lembar ke-3 SSP kepada Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan 
yang sama pada bulan dilakukannya setoran. 
Peraturan menteri di atas memberikan kewenangan bagi wajib pajak untuk 






2. 2 Penelitian Sebelumnya 
Penelitian ini memiliki 3 (tiga) penelitian sebelumnya. Penelitian 
sebelumnya tahun 2009, diteliti oleh Sekar Arum Sari dengan judul penelitian 
Evaluasi Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai  pada PT. BR tahun 
2005, 2006, dan 2007 yang dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa 
evaluasi atas kewajiban perpajakan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, 
namun terdapat beberapa kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh PT. 
BR seperti tidak adanya indikasi tidak melaporkan faktur pajak pada bulan januari 
2005 atas faktur pajak dengan nomor urut 047 dan 048, banyak terjadi kesalahan 
dalam pengisian SPT Masa PPN. 
Penelitian sebelumnya tahun 2011, diteliti oleh Andri dengan judul 
penelitian Analisis Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 
Pertambahan Nilai pada PT. Healthy World tahun 2007, 2008, dan 2009 yang 
pada hasil penelitian menyatakan bahwa PT. Healthy World sebenarnya belum 
melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang 
berakibat terdapat kesalahan-kesalahan seperti terdapat faktur pajak standar 
yang cacat baik Pajak Masukan atau Pajak Keluaran yang tidak diperbaiki dan 
tidak meminta perbaikan, dan dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran 
perusahaan sering tidak tepat waktu yang mengakibatkan adanya sanksi 
perpajakan pada perusahaan. 
Pada penelitian sebelumnya tahun 2013, diteliti oleh Priancka Ida Cahya 
Posumah dengan judul Evaluasi Penerapan dan Pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Manado yang hasil 
penelitiannya menyatakan bahwa: 
1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas jasa telekomunikasi pada 





sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan jasa sudah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai. 
2. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Manado adalah perusahaan jasa 
telekomunikasi yang telah mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPN 
dengan benar, lengkap dan jelas paling lambat tanggal 20 (dua puluh) 
setelah akhir masa pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. 
3. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Manado adalah perusahaan jasa 
yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir SSP (Surat Setoran Pajak) 
paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah akhir masa pajak sesuai 










































1. Sekar Arum Sari (2009) 
2. Andri (2011) 
3. Priancka Ida Cahya Posumah (2013) 
Perum Bulog Sub Divre Parepare 
Pajak Masukan Pajak Keluaran 
Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada 
Perum Bulog Sub Divre Parepare 
1. Dalam penjelasan Suhartono dan Ilyas (2010: 267), Pajak Pertambahan Nilai 
sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 
Pajak Pertambahan Nilai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
yang berlaku untuk mulai masa April 2010. 
2. Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah: ”Pajak yang 
dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan 
bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”. 
3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 




3. 1 Rancangan Penelitian 
Dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu 
metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, 
menganalisis serta menginterprestasikan data sehingga memberikan keterangan 
yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi. Data-data dari 
perusahaan akan di kumpulkan kemudian diuraikan secara keseluruhan. Kunci 
dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang menyangkut pajak PPN dari 
Perum BULOG Sub Divre Parepare yang berhubungan dengan topik penelitian 
ini. 
Dengan metode ini, peneliti bermaksud mengumpulkan data historis dan 
mengamati secara keseluruhan mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan 
erat dengan penerapan dan pelaporan PPN dalam perusahaan sehingga akan 
diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian. 
 
3. 2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Perum BULOG Sub Divre Parepare. Jl. 
Ahmad Yani, KM7, Kompleks Pergudangan BULOG. Dan waktu penelitiannya 
selama satu bulan. 
3. 3 Jenis dan Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari karyawan dari perusahaan 
bersangkutan beserta beberapa dokumen-dokumen yang akan dipakai untuk 





1. Data Primer 
Data diperoleh dari teknik dokumentasi dan observasi, dimana data ini 
memerlukan pengolahan yang lebih lanjut. Selain itu, data yang dipakai 
perusahaan untuk mencatat transaksi keuangan yang berhubungan 
dengan pajak pertambahan nilai. 
2. Data Sekunder 
Merupakan data yang dikelompokkan oleh lembaga pengumpul data yang 
dipublikasikan kepada pengguna data, maupun data yang didapat dari 
buku dan informasi lainnya maupun kepustakaan. Data ini adalah yang 
telah terdokumentasi dalam perusahaan seperti Surat Pemberitahuan 
Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), rekap PPN Masukan 
serta PPN Keluaran, dan beberapa data berhubungan dengan topik 
pembahasan yang akan dicari. 
 
3. 4 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data, penelitian melakukan beberapa teknik, yaitu: 
3.4.1 Penelitian lapangan (field research) 
Dilakukan melalui penelitian langsung pada perusahaan untuk memperoleh 
data yang diperlukan. Data dan informasi yang diperoleh melalui cara: 
1. Teknik Observasi 
Teknik observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat informasi 
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh gambaran 








2. Teknik Dokumentasi 
Teknik ini adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip 
atau dokumen-dokumen yang bersifat tulisan dari perusahaan yang 
bersangkutan. 
3.4.2 Penelitian kepustakaan (library research) 
Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori 
dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku, literatur, jurnal, serta 
bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 
untuk digunakan sebagai landasan pemikiran teoritis bagi penulis di dalam 
membahas penemuan dalam penelitian lapangan. 
 
3. 5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 
Judul penelitian adalah “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada 
Perum BULOG Sub Divre Parepare”. Beberapa definisi operasional yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penerapan  
Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, 
dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan 
yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana 
dan tersusun sebelumnya.  
2. Pajak Pertambahan Nilai 
PPN adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di 








3. 6 Objek/Subjek Penelitian 
Objek penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Pajak 
Pertambahan Nilai, sedangkan Subjek Penelitian adalah Perum BULOG Sub 
Divre Parepare yang bergerak di bidang logistik pangan. 
 
3. 7 Analisis Data 
Teknik analisis dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengumpulkan dan menyusun kepustakaan yang berhubungan dengan 
Pajak Pertambahan Nilai. 
2. Melakukan observasi dan dokumntasi atas dokumen dan penyimpanan 
dokumen termasuk didalamnya proses pemungutan Pajak Pertambahan 
Nilai. 
3. Melakukan analisis dan penilaian atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai 
pada Perum BULOG Sub Divre Parepare. 
4. Membandingkan hasil analisis dengan kepustakaan yang terkait dengan 
Pajak Pertambahan Nilai. 
5. Menyimpulkan hasil analisis antara kepustakaan dengan hasil analisis 
pada Perum BULOG Sub Divre Parepare. 










HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4. 1 Sejarah Singkat Perusahaan 
Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada 
tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet 
No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan 
pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya 
direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan 
tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali 
melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong 
tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang 
multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 
1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi 
pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala 
BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan. 
Pada tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur 
organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam 
tugas pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab 
BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan 
persediaan bahan pokok dan pangan. Tugas pokok BULOG sesuai Keppres 
tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, 
gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan 





kebijaksanaan umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan 
keluarnya Keppres No. 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG 
dikurangi dan tinggal beras dan gula. Kemudian melalui Keppres No 19 tahun 
1998 tanggal 21 Januari 1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti 
Keppres No 39 tahun 1968. Selanjutnya melalu Keppres No 19 tahun 1998, 
ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring 
dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang 
tertuang dalam Letter of Intent (Lol). 
Dalam Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk 
menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini 
dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju 
suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 
2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun 
2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih 
menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, 
tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang 
manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian 
harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta 
usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Arah perubahan tesebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 
2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah 
lagi dengan Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas 
pokok BULOG masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000, 
tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi 





Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 BULOG resmi beralih status menjadi 
Perusahaan Umum (Perum) BULOG. 
Visi Perum BULOG 
Menjadi perusahaan yang unggul dalam mewujudkan kedaulatan pangan. 
Misi Perum BULOG 
1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku 
kepentingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok. 
2. Mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. 
3. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. 
 
4. 2 Analisis Data 
Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan proses dan 
prosedur yang berlaku, tidak terkecuali dengan proses perpajakan yang selalu 
dilakukan Perum BULOG, karena perusahaan akan memperoleh sanksi dari 
setiap proses yang dilakukan apabila tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan 
yang berlaku. Supaya perusahaan dapat beroperasi dengan benar dan 
berkembang maka perusahaan harus melakukan proses transaksi dokumen 
perdagangan yang berlaku umum, perusahaan juga harus mengikuti setiap 
prosedur perubahan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu 
cara dilakukan agar tujuan dapat tercapai maka meminimalkan kesalahan 
penghitungan, pembayaran sampai ke pelaporan PPN-nya. Perum BULOG Sub 
Divre Parepare melakukan kewajiban dalam bidang perpajakan antara lain, 
melakukan pengitungan PPN, PPh 21, dan PPh 23. 
4.2.1 Mekanisme Pemungutan PPN 
Mekanisme pemungutan PPN tidak terlepas dari penerapan PPN disebuah 





Sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), perusahaan tersebut memperhatikan 
hal-hal berikut: 
a. Pemungutan PPN sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak 
(BKP).  
b. Membuat faktur pajak pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak 
(BKP). 
c. Sub-Divre melimpahkan faktur PPN-Out ke pusat Sub-Divre membuat 
kredit nota ke Divre  
d. Sub-Divre melimpahkan uang faktur PPN-Out ke Pusat Sub-Divre 
membuat nota ke Divre. 
e. Menyimpan Faktur Pajak baik PPN keluaran maupun masukan dengan 
rapi dan tertib.  
f. Menyelanggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan mengenai 
perolehan dan penyerahan BKP/JKP.  
Jenis-jenis pajak yang dilaporkan oleh Perum BULOG Sub Divre Parepare 
adalah: 
1. Pajak Pertambahan Nilai  
2. PPh Pasal 21  
Ketentuan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun 
berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau 
diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan 
dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan 
pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, 
bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan, dan 






3. PPh pasal 23  
Perusahaan memungut pajak atas penghasilan berupa imbalan jasa yang 
wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, 
jasa kontruksi, jasa konsultan, jasa service (perbaikan) dan lain yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah di potong Pajak 
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 
 
4.2.2 Pencatatan Akuntansi PPN Keluaran 
Dalam hal pencatatan akuntansi, Perum BULOG Sub Divre Parepare 
menggunakan metode Cash Basic atau metode pencatatan berbasis kas dimana 
kegiatan keuangan dicatat pada saat kas atau uang telah diterima. Pencatatan 
atas penerimaan hasil penjualan dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan 
mengkredit pekiraan penjualan dan Pajak Keluarannya. 
Contoh: Pada tanggal 02 Oktober 2015 Perum BULOG Sub Divre Parepare 
melakukan penjualan karung ex 50 kepada GBB Soreang sesuai dengan nomor 
faktur 010.002-15.44085065, maka jurnalnya sebagai berikut: 
Kas   Rp. 6,650,000 
   Penjualan          Rp. 6,045,455 
   PPN Keluaran   Rp.    604,545 
Atas penjualan tersebut, Perum BULOG Sub Divre Parepare membuat 
Faktur Pajak Standar pada saat pengiriman dan diterimanya pembayaran yaitu 
saat melakukan penjualan. 








Tabel 4.1 Transaksi klaim karung 
NO LAWAN TRANSAKSI 
TANGGAL 
TRANSAKSI 
DPP  PPN (10%) 
1 UD IRMA 11/3/2015 4,800,000 480,000 
2 UD 547 17/03/2015 1,544,400 154,440 
3 UD MAKKAWARUE 13/05/2015 2,400,000 240,000 
4 UD MAKMUR 20/10/2015 5,270,000 527,000 
  TOTAL   14,014,400 1,401,440 
   Sumber: Perum BULOG Sub Divre Parepare 
Tabel 4.2 Transaksi penjualan karung komersil 




1 UPGB PEKKABATA 8/9/2015 2,272,727 227,273 
2 UPGB LAMAJAKKA 8/9/2015 1,136,363 113,637 
3 UPGB LAMAJAKKA 9/9/2015 2,272,727 227,273 
4 UD. MAWAR INDAH 9/9/2015 1,136,363 113,637 
5 GBM LAPADDE II 10/9/2015 11,931,818 1,193,182 
6 UD. ALIFKA INDAH 11/9/2015 1,136,363 113,637 
7 UD. ALIFKA INDAH 12/9/2015 1,136,363 113,637 
8 UD. RESKY 12/9/2015 1,136,363 113,637 
9 UPGB LAMAJAKKA 12/9/2015 1,136,363 113,637 
10 UPGB LAMAJAKKA 16/09/2015 3,409,090 340,910 
11 UD. RESKY 16/09/2015 1,136,363 113,637 
12 GBB MACORAWALIE 16/09/2015 3,408,000 340,800 
13 GBM LAPADDE II 16/09/2005 11,445,454 1,144,546 
14 GBM LAPADDE I 17/09/2015 11, 363,636 1,136,364 
15 UPGB LAMAJAKKA 17/09/2015 1,136,363 113,637 
16 GBB LAMAJAKKA 3 17/09/2015 11,363,636 1,136,364 
17 UPGB PEKKABATA 18/09/2015 1,136,363 113,637 
18 GBM LAPADDE 1 18/09/2015 4,545,454 454,546 





20 GSP LAMAJAKKA 2 21/09/2015 22,727,272 2,272,728 
21 UD. RESKY 21/09/2015 2,272,727 227,273 
22 GBB SOREANG 21/09/2015 10,227,272 1,022,728 
23 UPGB PEKKABATA 21/09/2015 2,272,727 227,273 
24 UPGB LAMAJAKKA 21/09/2015 1,136,363 113,637 
25 GBM LAPADDE I 21/09/2015 4,545,454 454,546 
26 UPGB LAMAJAKKA 22/09/2015 2,272,727 227,273 
27 GBB MACORAWALIE 22/09/2015 34,090,909 3,409,091 
28 GBM LAPADDE II 22/09/2015 8,886,363 888,637 
29 GSP LAMAJAKKA 2 28/09/2015 3,409,090 340,910 
30 UPGB LAMAJAKKA 29/09/2015 1,136,363 113,637 
  TOTAL   154,989,803 16,635,361 
   Sumber: Perum BULOG Sub Divre Parepare 
Tabel 4.3 Transasksi penjualan karung Ex-50 
NO LAWAN TRANSAKSI 
TANGGAL 
TRANSAKSI 
DPP PPN (10%) 
1 GBM LAPADDE III 4/9/2015 12,090,909 1,209,091 
2 GBM LAPADDE II 7/9/2015 18,136,363 1,813,637 
3 UD. ALIFKA INDAH 7/9/2015 3,454,545 345,455 
4 UD. MAWAR INDAH 7/9/2015 1,727,272 172,728 
5 UPGB LAMAJAKKA 7/9/2015 5,181,818 518,182 
6 UPGB PEKKABATA 7/9/2015 4,318,181 431,819 
7 UPGB LAMAJAKKA 7/9/2015 863,636 86,364 
8 UPGB PEKKABATA 8/9/2015 1,727,272 172,728 
9 UPGB LAMAJAKKA 8/9/2015 863,636 86,364 
10 UPGB LAMAJAKKA 9/9/2015 1,727,272 172,728 
11 UD. MAWAR INDAH 9/9/2015 863,636 86,364 
12 GBM LAPADDE II 10/9/2015 9,068,181 906,819 
13 UD. ALIFKA INDAH 11/9/2015 863,636 86,364 
14 UD. ALIFKA INDAH 12/9/2015 863,636 86,364 





16 UPGB LAMAJAKKA 12/9/2015 863,636 86,364 
17 UPGB LAMAJAKKA 16/09/2015 2,590,909 259,091 
18 UD. RESKY 16/09/2015 863,636 86,364 
19 GSP LAMAJAKKA II 16/09/2015 57,863,636 5,786,364 
20 GBM LAPADDE II 16/09/2015 8,698,545 869,855 
21 GBM LAPADDE I 17/09/2015 8,636,363 863,637 
22 UPGB LAMAJAKKA 17/09/2015 863,636 86, 364 
23 UPGB PEKKABATA 18/09/2015 863,636 86,364 
24 GBM LAPADDE I 18/09/2015 3,454,545 345,455 
25 UD. RESKY 18/09/2015 863,636 86,364 
26 GSP LAMAJAKKA I 21/09/2015 34,545,454 3,454,546 
27 UD. RESKY 21/09/2015 1,727,272 172,728 
28 GBB SOREANG 21/09/2015 5,181,818 518,182 
29 UPGB PEKKABATA 21/09/2015 1,727,272 172,728 
30 UPGB LAMAJAKKA 21/09/2015 863,636 86,364 
31 GBM LAPADDE I 21/09/2015 3,454,545 345,455 
32 UPGB LAMAJAKKA 22/09/2015 1,727,272 172,728 
33 GBB MACORAWALIE 22/09/2015 17,730,454 1,773,046 
34 GBM LAPADDE II 22/09/2015 6,753,636 675,364 
35 GSP LAMAJAKKA II 28/09/2015 469,818 46,982 
36 UPGB LAMAJAKKA 29/09/2015 863,636 86,364 
37 GBB SOREANG 2/10/2015 6,045,455 604,545 
38 GBM LAPADDE 1 2/10/2015 3,454,545 345,455 
39 GBM LAPADDE 2 2/10/2015 11,750,646 1,175,064 
40 GSP LAMAJAKKA 1 5/10/2015 3,463,182 346,318 
41 GBB LAMAJAKKA 3 5/10/2015 5,382,182 538,218 
42 GBB LAMPA 5/10/2015 5,646,455 564,645 
43 GBM LAPADDE 1 5/10/2015 3,454,545 345,455 
44 GBM LAPADDE 1 5/10/2015 8,636,364 863,636 
  TOTAL   271,053,994 27,019,052 





Tabel 4.4 Transaksi gula pasir 
NO LAWAN TRANSAKSI 
TANGGAL 
TRANSAKSI 
DPP PPN (10%) 
1 LAMPA Mar-15 854,545 85,455 
2 LAMPA Apr-15 1,709,090 170,910 
3 LAPADDE III Apr-15 10,681,818 1,068,182 
4 MADELLO Apr-15 854,545 85,455 
5 LAPADDE II Apr-15 12,818,181 1,281,819 
6 LAMAJAKKA II Apr-15 7,690,909 769,091 
7 LAPADDE I Apr-15 12,390,909 1,239,091 
8 PEKKABATA Apr-15 5,981,818 598,182 
9 SOREANG Apr-15 5,682,727 568,273 
10 KOPERASI Apr-15 924,090 92,410 
11 KOPERASI Apr-15 863,636 86,364 
12 KOPERASI Apr-15 18,182 1,818 
13 KOPERASI Apr-15 845,455 84,545 
14 UPGB LAPADDE May-15 10,681,818 1,068,182 
15 LAPADDE III May-15 2,136,363 213,637 
16 MADELLO May-15 854,545 85,455 
17 DOLANGAN  May-15 8,545,454 854,546 
18 LAMAJAKKA II May-15 8,636,362 863,638 
19 UPGB PEKKABATA May-15 6,409,090 640,910 
20 LAMAJAKKA II May-15 4,272,727 427,273 
21 LAPADDE I May-15 427,273 42,727 
22 DOLANGAN  May-15 1,818,178 181,822 
23 MADELLO May-15 6,272,729 627,271 
24 PINRANG May-15 5,018,181 501,819 
25 SARMAN May-15 772,731 77,269 
26 KOPERASI May-15 863,636 86,364 
27 LAMPA Jun-15 10,254,543 1,025,457 





29 MACCIROWALIE Jun-15 12,818,181 1,281,819 
30 DOLANGAN  Jun-15 2,454,548 245,452 
31 UPGB PEKKABATA Jun-15 427,272 42,728 
32 LAMAJAKKA I Jun-15 4,181,819 418,181 
33 UPGB LAMAJAKKA Jun-15 7,272,730 727,270 
34 SOREANG Jun-15 188,000 18,800 
35 SOREANG Jun-15 4,357,458 435,742 
36 UPGB LAMAJAKKA Jun-15 5,545,451 554,549 
37 MADELLO Jun-15 1,272,724 127,276 
38 UPGB LAPADDE Jun-15 2,136,364 213,636 
39 SARMAN Jun-15 686,363 68,637 
40 SARMAN Jun-15 3,200,000 320,000 
41 MADELLO Jul-15 909,093 90,907 
  TOTAL   174,584,083 17,458,417 
      Sumber: Perum BULOG Sub Divre Parepare 
 
4.2.3 Pencatatan Akuntansi PPN Masukan 
Pada perum BULOG Sub Divre Parepare, PPN Masukan bukan berupa 
pembelian karena semua persediaannya dipasok atau diperoleh dari BULOG 
Pusat sehingga tidak diperlukan adanya pembayaran yang menyebabkan tidak 
adanya kewajiban pajak yang berasal dari transaksi pembelian. PPN Masukan 
pada Perum BULOG Sub Divre Parepare lebih kepada biaya rehabilitasi 
bangunan dan gedung milik Perum BULOG Sub Divre Parepare. Namun dalam 
pencatatannya akun yang diakui adalah biaya rehabilitasi bangungan pada kas 
atau bank. 
Contoh: Pada tanggal 26 Februari 2015 Perum BULOG Sub Divre 
Parepare melakukan pembayaran atas biaya rehabilitasi akses jalan bagian 
belakang GBB Soreang Sub Divre Parepare sesuai dengan nomor faktur 





Biaya Rehabilitasi Bangunan  Rp. 147,875,000 
 Kas/Bank      Rp. 147,875,000  
Tabel 4.5 Pajak Masukan  
NO NAMA LAWAN TRANSAKSI 
TANGGAL 
TRANSAKSI 
DPP PPN (10%) 
1 CV. VIQRI SANJAYA PUTRA 26/02/2015 134,431,818 13,443,182 
2 CV. VIQRI SANJAYA PUTRA 26/02/2015 79,345,455 7,943,545 
3 CV. YASA INTI CONSULTANT 10/3/2015 42,075,455 4,207,545 
4 CV. YASA INTI CONSULTANT 10/3/2015 18,636,364 1,863,636 
5 CV. PANDAWA PUTRA 25/03/2015 141,227,273 14,122,727 
6 CV. TIRASA BINA KARYA 25/03/2015 91,269,091 9,126,909 
7 CV. ALLYSYAH PUTRI 26/03/2015 134,370,591 13,437,059 
8 CV. VIQRI SANJAYA PUTRA 26/03/2015 120,988,636 12,098,864 
9 CV. PANDU UTAMA KARYA 26/03/2015 71,410,909 7,141,091 
10 CV. BINA BERSAMA SEJATI 6/4/2015 108,472,727 10,847,293 
11 CV. RAMA 9/4/2015 59,451,864 5,945,186 
12 
CV. TANTAMA RAYA 
MANDIRI  15/04/2015 12,500,000 1,250,000 
13 
CV. TANTAMA RAYA 
MANDIRI  20/04/2015 20,227,273 2,022,727 
14 CV. RAMA 21/04/2015 3,129,045 312,905 
15 CV. PANDU UTAMA KARYA 21/04/2015 7,934,545 793,455 
16 CV.VIQRI SANJAYA PUTRA 21/04/2015 13,443,182 1,344,318 
17 CV. BINA BERSAMA SEJATI 22/04/2015 5,709,091 570,909 
18 CV. TIRASA BINA KARYA 28/04/205 4,803,636 480,364 
19 CV. ALLYSYAH PUTRI 5/5/2015 7,072,136 707,214 
20 CV. YASA INTI CONSULTANT 15/06/2015 15,363,636 1,536,364 
21 CV. ALLYSYAH PUTRI 30/06/2015 67,045,455 6,704,545 
22 CV. NUSA PERDANA PUTRA 29/07/2015 60,340,909 6,034,091 
23 CV. NUSA PERDANA PUTRA 11/9/2015 6,704,545 670,455 
24 
CV. TANTAMA RAYA 





25 CV. PELANGI 29/10/2015 153,571,364 15,357,136 
26 CV. NUSA PERDANA PUTRA 29/10/2015 109,854,545 10,985,455 
27 CV. CITRA UTAMA 29/10/2015 66,911,091 6,691,109 
28 
CV. TRIGUSNANDA CITRA 
PRATAMA 30/10/2015 124,025,909 12,402,591 
29 CV. PANDU UTAMA KARYA 30/10/2015 154,995,455 15,499,545 
30 CV. RAMA 30/10/2015 127,612,727 12,761,273 
31 CV. VIQRI SANJAYA PUTRA 30/10/2015 274,477,273 27,447,727 
32 CV. AMANULLAH AFLAH 30/10/2015 159,480,455 15,948,045 
  TOTAL   2,403,155,182 240,324,538 
      Sumber: Data Diolah, 2016 
 
4.2.4 Pajak Pertambahan Nilai Perum BULOG Sub Divre Parepare Selama 
Tahun 2015 
Berikut adalah tabel atas pajak yang dilakukan Perum BULOG Sub Divre 
Parepare terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak bulan 
Januari sampai dengan bulan Desember 2015 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.6 Pajak Keluaran selama tahun 2015 


















                                Sumber: Data Diolah, 2016 
Tabel 4.7 Pajak Masukan selama tahun 2015 













 Total 240,324,538 
                                   Sumber: Data Diolah, 2016 
 
4.2.5 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Perum 
BULOG Sub Divre Parepare 
Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum Bulog 
Sub Divre Parepare  dilakukan oleh BULOG Pusat. Perum BULOG Sub Divre 





faktur pajak. Perum BULOG Sub Divre Parepare hanya mencatat transaksi 
penjualan dan membuatkan faktur, kemudian melipahkan faktur PPN Keluaran 
tersebut ke pusat Sub Divre. Setelah itu Perum BULOG Sub Divre melimpahkan 
uang faktur PPN Keluaran ke Pusat Sub Divre memalui transfer bank kemudian 
membuat kredit nota ke Divre. Sementara untuk pajak masukan, Perum BULOG 
Sub Divre hanya mengakuinya sebagai akun Biaya Rehabilitasi Bangunan pada 
























5. 1 Kesimpulan 
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum BULOG Sub Divre 
Parepare telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia 
Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dimana Perum BULOG 
Sub Divre Parepare telah melakukan pemungutan pajak masukan terhadap 
barang yang dijual, membuat faktur pajak masukan, dan membayar pajak 
keluaran.  
Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak di Perum BULOG Sub 
Divre Parepare dilakukan langsung oleh BULOG Pusat sebagai tempat pajak 
terutang, sehingga Perum BULOG Sub Divre Parepare hanya membuat faktur 
pajak kemudian melimpahkan faktur dan uang ke BULOG Pusat. Hal ini sesuai 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2008 tentang 
tempat pajak terutang bagi pengusaha kena pajak. Direktorat Jenderal Pajak 
diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut sesuai yang disebutkan 
dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.  
5. 2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dikemukakan saran 
agar dalam pembulatan nominal transaksi, agar ditentukan apakah 







5. 3 Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan selama proses penelitian adalah kurangnya data 
yang terdapat pada Perum BULOG Sub Divre Parepare sehingga peneliti hanya 
bisa mengambil sedikit data. Sebelumnya peneliti ingin mengambil data Pajak 
Pertambahan Nilai untuk masa pajak dua tahun yaitu 2014 dan 2015 untuk 
membandingkan hasilnya, akan tetapi data Pajak Pertambahan Nilai untuk masa 
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